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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas semua limpahan 

Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga tersusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan  

Pengadilan Negeri Tegal Periode Tahun 2019. 

Laporan Pelaksanaan Kegiatan pada Pengadilan Negeri Tegal 2019 ini 

disusun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 

dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengadilan Negeri Tegal merupakan 

badan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI yang berkewajiban 

mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan perannya dalam 

pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangannya kepada publik 

yang merupakan salah satu wujud dalam pelaksanakan Reformasi Birokrasi 

sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pada Pengadilan Negeri Tegal. 

Laporan Pelaksanaan Kegiatan pada Pengadilan Negeri Tegal 2019 ini 

juga sebagai sarana dalam proses monitoring dan evaluasi kinerja bulanan bidang 

kesekretariatan dan kepaniteraan dengan cara mengamati dan menganalisa inti 

laporan dalam mencapai kinerja guna meningkatkan kinerja  Pengadilan Negeri 

Tegal khususnya di bidang kesekretariatan di masa yang akan datang. 

Demikian kami sampaikan, semoga Laporan Pelaksanaan Kegiatan pada 

Pengadilan Negeri Tegal 2019 ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi 

positif bagi kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. 

 

 

Tegal, 10 Januari 2020 

Ketua Pengadilan Negeri Tegal 

 

 

DJONI WITANTO, S.H.M.H. 

NIP. 19681212 199212 1 001 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pengadilan Negeri Tegal Kelas IA berlokasi di Kota Tegal Secara 

astronomis, Kota Tegal berada di jalur pantai utara (pantura) Jawa Tengah, terletak 

165 km sebelah barat Kota Semarang atau 329 km sebelah timur Jakarta. 

terletak di antara 109°08' - 109°10' Bujur Timur dan 6°50' - 6°53' Lintang selatan, 

dengan wilayah seluas 39,68 Km² atau kurang lebih 3.968 Hektar. 

Pengadilan Negeri Tegal Kelas IA  adalah Pengadilan Negeri tingkat 

Pertama  yang beralamatkan di Jl. JL. Mayor Jenderal Soetoyo SM, No. 9, Tegal, 

Kode Pos 52113, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Jawa Tengah, 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor : 

M.06.AT.01.01.1982 tanggal 26 Juni 1982, wilayah hukum Pengadilan Negeri 

Tegal meliputi seluruh wilayah Kota Tegal yang tediri dari 4 (empat) kecamatan 

dan ditambah 2 (dua) kecamatan wilayah Kabupaten Tegal yaitu sebagai berikut : 

• Kecamatan Tegal Timur (wilayah Kota Tegal) 

• Kecamatan Tegal Selatan (wilayah Kota Tegal) 

• Kecamatan Tegal Barat (wilayah Kota Tegal) 

• Kecamatan Margadana (wilayah Kota Tegal) 

• Kecamatan Kramat (wilayah Kabupaten Tegal) 

• Kecamatan Dukuhturi (wilayah Kabupaten Tegal). 

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen bahwa “Kekuasaan Kehakiman 

dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada 

dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, 

lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh 

Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya BAB IX tentang Kekuasaan 

Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian 

tersebut dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-
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Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. 

Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, 

administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk 

masing–masing lingkungan peradilan diatur dalam Undang-Undang sesuai dengan 

kekhususan lingkungan peradilan masing–masing”. 

Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut 

peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut terbentuklah Undang-

Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 2 Tentang Peradilan Umum. 

Pengadilan Negeri Tegal merupakan Badan Peradilan Umum dimana organisasi 

dan tata kerjanya telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 

Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan 

Peradilan. 

Kebijakan pelaksanaan pelayanan hukum di Pengadilan Negeri Tegal Kelas 

IA adalah mengoptimalkan potensi sumber daya dan anggaran yang dimiliki dalam 

rangka mewujudkan peradilan yang bersih, berwibawa dan bermartabat, 

independen dan akuntabel serta transparan maka ditempuh kebijakan 

penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri Tegal Kelas IA sebagai langkah-

langkah strategis yang dirumuskan dalam susunan Tugas Pokok Pengadilan Negeri 

Tegal.Tugas pokok Pengadilan Negeri Tegal sesuai yang diamanatkan oleh 

Undang-Undang yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan 

perkara yang diajukan kepadanya.  

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri Tegal 

mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :  

a. Fungsi Mengadili (judicialpower), yaitu menerima, memeriksa, mengadili 

dan menyelasaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan 

Negeri dalam tingkat pertama. 

b. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk, 

serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta 
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jajaran staf Pengadilan Negeri Tegal yang berada di bawah binaannya, baik 

mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan 

pembangunan. 

c. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan melekat atas 

pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera 

Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti, dan melakukan pengawasan 

terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri, serta menjaga agar 

peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. 

d. Fungsi Nasihat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat 

tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila 

diminta. 

e. Fungsi Administratif, yaitu menyelenggarakan administrasi teknis yudisial 

yang dikelola oleh kepaniteraan perdata, kepaniteraan pidana, dan kepaniteraan 

hukum, serta menyelenggarakan administrasi umum yang dikelola oleh sub 

bagian perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan, sub bagian 

kepegawaian, organisasi dan tata laksana serta sub bagian umum dan 

keuangan. 

Untuk melaksanakan dan menjabarkan tugas pokok tersebut diperlukan 

rencana strategi berupa visi dan misi Pengadilan Negeri Tegal Kelas IA yang pada 

pokoknya bertujuan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum 

dan keadilan. 

Visi : 

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Tegal Sebagai Badan Peradilan Indonesia 

Yang Agung”. 

Misi : 

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, maka misi Pengadilan Negeri Tegal Kelas 

IA, secara garis besar dirumuskan sebagai berikut : 

1. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan; 

2. Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Pencari Keadilan; 

3. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan; 

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Tegal 
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Nilai-Nilai Organisasi : 

“PATRIOT” 

1. Profesional, Pengadilan Negeri Tegal Kelas IA bekerja dan melayani secara 

Profesional. 

2. Akuntabilitas, Pengadilan Negeri Tegal Kelas IA memberikan 

pertanggungjawaban kepada masyarakat 

3. Tertib, Pengadilan Negeri Tegal Kelas IA melayani masyarakat dengan tertib. 

4. Rendah Hati, Pengadilan Negeri Tegal Kelas IA bekerja dengan penuh Rendah 

Hati 

5. Introspeksi Diri, Pengadilan Negeri Tegal Kelas IA selalu introspeksi diri untuk 

mewujudkan pelayanan prima pada Pengadilan Negeri Tegal. 

6. Orientasi pada Pelayanan, Pengadilan Negeri Tegal Kelas IA melayani 

masyarakat dengan baik sehingga kepuasan masyarakat terpenuhi. 

7. Terbuka, Pengadilan Negeri Tegal Kelas IA melayani masyarakat dengan 

Transparan dan terbuka.  

Demi suksesnya visi dan misi tersebut maka asas independensi harus 

menjadi pengawal tugas-tugas peradilan. Dalam arti bahwa suatu proses dalam 

peradilan harus benar-benar terbebas dari pengaruh pemerintah atau kekuasaan 

lainnya. Jadi independensi peradilan merupakan salah satu dasar demokrasi dan 

Negara berdasarkan atas hukum. 

 

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini disusun  dengan tujuan : 

1) Memberikan informasi yang lengkap tentang program kerja dan capaian 

kinerja  Pengadilan Negeri Tegal Kelas IA tahun 2019  yang telah selesai 

dilaksanakan. 

2) Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan 

Negeri Tegal Kelas IA  tahun 2019 dan menjadi barometer untuk 

menentukan program kerja pada tahun berikutnya. 
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3) Sebagai bahan evaluasi untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 

Pengadilan Negeri Tegal Kelas IA kepada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. 

Pembaharuan Badan Peradilan merupakan sebuah keharusan dan wajib 

dilaksanakan secara terus menerus yaitu agar hari ini lebih baik dari pada kemarin 

dan esok lebih baik dari hari ini, sampai terwujud Badan Peradilan yang Agung 

dipercaya, berwibawa dan terhormat. 

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang 

Peradilan Umum (sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 

2009), dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (sekarang 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009), telah dikeluarkan Peraturan Presiden RI 

Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung dan Peraturan 

Presiden Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung, serta 

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka pada dasarnya tugas 

pokok dan fungsi Badan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum dibagi 2 

(dua) bagian besar, yaitu : 

a. Menyelenggarakan administrasi teknis yudisial (bidang kepaniteraan) 

b. Menyelenggarakan administrasi umum (bidang kesekretariatan).  

  Sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka struktur 

organisasi Pengadilan Negeri Tegal adalah sebagai berikut :
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3. PRANATA PERADILAN 
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BAB II  

PENGELOLAAN PERKARA 

 

A. Keadaan Perkara 

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama  

BULAN 

SISA AWAL 

BULAN 
MASUK PUTUS/CABUT 

SISA BULAN 

INI 

G/ Sed P G/Sed P G/Sed P G/Sed P 

Januari 

 
12/- 1 9/- 3 4/1 3 17/- 1 

Pebruari 

 
17/- 1 7/- 2 2/2 1/1 20/- 1 

Maret 

 
20/- 1 2/2 6 10/1 4 11/2 3 

April 

 
11/2 3 7/5 10 -/1 7/3 18/6 3 

Mei 

 
18/6 3 0/3 4 6/7 5 12/2 2 

Juni 

 
12/2 2 1/3 4 2/2 3 10/2 3 

Juli 

 
10/2 3 3/2 6 2/- 8 11/2 1 

Agustus 

 
11/2 1 1/1 8 2/- 6 10/1 3 

September 

 
10/1 3 5/5 7 7/1 7 10/3 3 

Oktober 

 
10/3 3 10/2 2 5/3 5 15/2 0 

Nopember 

 
15/2 0 4/3 5 4/2 4 15/3 1 

Desember 

 
15/3 1 2/3 4 5/3 3 12/3 2 

JUMLAH 

 
161/23 22 51/29 61 49/23 56/4 161/26 23 

Tabel Keadaan perkara perdatab Tahun 2019 

 

NO Perkara Sisa Awal Masuk Putus/ 

Cabut 

Sisa Akhir  

1 Gugatan Biasa 161 51 49 161 

2 Gugatan Sederhana 23 29 23 26 

3 Permohonan 22 61 56/4 23 

Tabel Jumlah Keadaan Perkara Perdata Tahun 2019 
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Gambar Grafik Batang tentang Keadaan Perkara Perdata Tahun 2019 

 

Berdasarkan data  diatas diperoleh perkara perdata masuk sejumlah 347 perkara 

diperoleh dari perkara masuk dan sisa perkara bulan lalu, Perkara yang diputus 

sejumlah 128 Perkara, dan sisa perkara dengan jumlah 210 akan digambarkan 

dalam diagram grafik sebagai berikut : 

 

 

Gambar Grafik Keadaan Perkara Perdata Tahun 2019  
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BULAN 
SISA BULAN LALU MASUK BULAN INI PUTUS BULAN INI SISA BULAN INI 

B SUS S R C B SUS S R C B SUS S R C B SUS S R C 

JAN 26     8    1.269 16    1.269 12     

FEB 12     12    1.407 11    1.407 13     

MAR 13     13   1 666 6   1 666 20     

APR 20     8    416 19    416 9     

MEI 9     20 1   579 12    579 17 1    

JUN 17 1    2   1 187 1   1 187 18 1    

JUL 18 1    22    1.859 14 1   1.859 26     

AGT 26     7    4.044 19    4.044 14     

SEP 14     18    4.804 16    4.804 16     

OKT 16     16    3.168 13    3.168 19     

NOV 19     14    
 

4.085 

 

15 
   

 

4.0851 

 

18 
    

DES 18     7    1.143 17    1.143 8     

Jumlah 208 2 - - - 147 1 - 2 23.627 159 1 - 2 23.627 190 2 - - - 

Tabel Keadaan perkara pidana Tahun 2019 
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NO Perkara Sisa Awal Masuk 
Putus/ 

Cabut 

Sisa Bulan 

Ini 

1 Pidana Biasa 208 147 159 190 

2 
Pidana Khusus 

Anak 
2 1 1 2 

3 Pidana Singkat - - - - 

4 Pidana Roll - 2 2 - 

5 
Pidana 

Cepat/Tipiring 
- 23.627 23.627 - 

Tabel Jumlah Keadaan Perkara Pidana Tahun 2019 

 

 

Gambar Grafik Batang tentang Keadaan Perkara Pidana Tahun 2019 

 

Berdasarkan data  diatas diperoleh perkara pidana masuk sejumlah 23.987 perkara 

diperoleh dari perkara masuk dan sisa perkara bulan lalu, Perkara yang diputus 

sejumlah 23.789 Perkara, dan sisa perkara dengan jumlah 192 akan digambarkan 

dalam diagram grafik sebagai berikut : 
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2. Keadaan Perkara Perdata yang Mengajukan Upaya Hukum  

Selama tahun 2019 total perkara perdata yang mengajukan upaya hukum di 

Pengadilan Negeri Tegal Kelas IA sejumlah 13 Perkara Perdata. Adapun rincian 

perkara adalah sebagai berikut ; 

Keadaan perkara perdata Upaya Hukum : 

 

No 

Urut 
Nomor perkara 

Upaya Hukum 

Banding / dikirim 

Upaya 

Hukum 

Kasasi 

Peninjauan 

kembali 

1 10/Pdt.G/2019/PN Tgl 
19 Sept 2019 / 

23 Okt 2019 

 

- 

 

- 

2 22/Pdt.G/2019/PN Tgl 18 Nov 2019 - - 

3 21/Pdt.G/2019/PN Tgl 
29 Okt 2019 / 

19 Nov 2019 
- - 

4 16/Pdt.G/2019/PN Tgl - 25 Sept 2019 
 

- 

5 26/Pdt.G/2019/PN Tgl 19 Nov 2019 
 

- 

 

- 

6 19/Pdt.G/2019/PN Tgl 
16 Sept 2019 / 

21 /0kt/2019 
- - 

7 29/Pdt.G/2019/PN Tgl - 29 Sept  2019 
 

- 

8 8/Pdt.G/2019/PN Tgl - 28 Agus 2019 - 

9 6/Pdt.G/2019/PN Tgl - 
10  Juli   

2019 
- 

10 5/Pdt.G/2019/PN Tgl - 14 Agus2019 - 

11 7/Pdt.G/2019/PN Tgl - 
28  Nov  

2019 
- 

12 24/Pdt.G/2018/PN Tgl - 15  Mei 2019 - 

13 23/Pdt.G/2018/PN Tgl - 10 April 2019 - 

JUMLAH 5 8 0 

Tabel Upaya Hukum Perkara Perdata Tahun 2019 
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Berdasarkan Tabel diatas, perkara perdata yang mengajukan upaya hukum 

sejumlah 13 Perkara dari 347 Perkara perdata yang masuk yang akan digambarkan 

dalam diagram sebagai berikut : 

 

 

3. Keadaan Perkara Pidana yang mengajukan Upaya Hukum 

Selama tahun 2019 total perkara pidana yang mengajukan upaya hukum di 

Pengadilan Negeri Tegal Kelas IA sejumlah 3 Perkara Perdata. Adapun rincian 

perkara adalah sebagai berikut ; 

Keadaan perkara pidana Upaya Hukum : 

 

No 

Urut 
Nomor perkara 

Upaya 

Hukum 

Banding / 

dikirim 

Upaya 

Hukum 

Kasasi 

Peninjauan 

kembali 

1 109/Pid.Sus/2019/PN Tgl - 
01 April  

2019 

 

- 

2 84/Pdt.Sus/2019/PN Tgl 
16  Oktober  

2019 

 

- 
- 

3 113/Pid.B/2019/PN Tgl 

03 Desember 

2019 

12 Desember 

2019 

- - 

Tabel Upaya Hukum Perkara Pidana Tahun 2019 

 

 

Total Perkara
99%

Upaya Hukum
1%

Perkara Perdata yang Mengajukan Upaya 
Hukum  Tahun 2019

Total Perkara

Upaya Hukum
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Berdasarkan Tabel diatas, perkara pidana yang mengajukan upaya hukum sejumlah 

3 Perkara dari 358 Perkara pidana yang masuk yang terdiri dari perkara pidana biasa 

dan pidana khusus dan akan digambarkan dalam diagram sebagai berikut : 

 

 
 

B. Penyelesaian Perkara 

1. Jumlah Sisa Perkara Yang Putus  

Sisa perkara tahun 2018 yang harus diselesaikan tahun 2019 adalah 

sebanyak 39 perkara dan pada tahun 2019 keseluruhannya telah dapat diselesaikan.  

Berikut sisa perkara tahun 2018 yang diselesaikan di tahun 2019 menurut jenis 

perkaranya. 

No Perkara Perdata Jumlah 

1 Gugatan Biasa 12 

2 Gugatan sederhana 0 

3 Permohonan 1 

Jumlah 13 

Tabel Sisa Perkara Perdata tahun 2018 yang putus 

 

Jumlah Perkara

Total Perkara Upaya Hukum
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No Perkara Pidana Jumlah 

1 Pidana Biasa 26 

2 Pidana Khusus 0 

3 Pidana Singkat 0 

4 Pidana Roll 0 

5 Pidana Cepat 0 

Jumlah 26 

Tabel Sisa Perkara Pidana tahun 2018 yang putus 
 

2. Jumlah Perkara Yang Putus Tepat Waktu 

Dari seluruh perkara di Pengadilan Negeri Tegal sejumlah 705 perkara 

dengan jumlah perkara yang putus tepat waktu sejumlah 294 perkara.  

3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi 

dan PK 

Selama tahun 2019 jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum  banding 

sebanyak 7 perkara, permohonan kasasi sebanyak 9 perkara dan PK tidak pernah 

diajukan. Jika dibandingkan dengan seluruh perkara putus tahun 2019, maka jumlah 

perkara yang tidak mengajukan upaya hukum  tahun 2019 adalah sebanyak 689 

perkara atau sebesar 97.73 % dari jumlah keseluruhan perkara yakni 705 perkara. 
 

4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Mediasi 

Pengadilan Negeri Tegal Kelas IA selama tahun 2019 terdapat 30 perkara 

yang dimediasi dinyatakan berhasil sebanyak 6 perkara, yang tidak berhasil 24 

perkara. 

5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi 

Pada Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A untuk perkara anak yang berhasil 

melakukan diversi sebanyak 4 perkara. 

 

C. Posbakum 

Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Negeri Tegal Kelas 

IA merupakan salah satu fasilitas yang disediakan untuk membantu para pihak 

dalam membuat surat gugatan atau permohonan. Dalam Membuat surat 
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gugatan atau permohonan tersebut para pihak tidak dipungut biaya sedikitpun 

(gratis). 

 Dalam rangka menunjang kinerja Pengadilan Negeri Tegal Kelas IA 

dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat, dengan capaian 

kinerja sebagai berikut :   

No Bulan Jumlah Klien Layanan 

1 Januari 2 

2 Februari 
- 

3 Maret 
3 

4 April 
- 

5 Mei 
3 

6 Juni 
- 

7 Juli 
3 

8 Agustus 
- 

9 September 
4 

10 Oktober 5 

11 Nopember 5 

12 Desember 1 

JUMLAH 26 Layanan  

Tabel 2.17. Jumlah Layanan Posbakum 

Jasa Layanan POSBAKUM ini terlaksana atas dukungan anggaran 

dengan rincian realisasi sebagai berikut:  

LAPORAN TOTAL 

Jumlah Pos Pelayanan Hukum 1  

Besaran PAGU Rp. 38.400.000,- 

Jumlah Realisasi Anggaran Rp. 38.400.000,- 

Tabel 2.18. Laporan Jasa Layanan Posbakum 
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D. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu 

Sidang keliling adalah pelaksanaan sidang pengadilan yang 

dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang di peruntukan bagi masyarakat 

yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan 

jarak, transportasi dan biaya.  

Pada Tahun 2019 Pengadilan Negeri Tegal Kelas IA melaksanakan 

Sidang Keliling sebanyak 1 kali.  

E. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) 

Dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di 

Pengadilan, perkara prodeo (layanan pembebasan biaya perkara) adalah negara  

menanggung biaya proses berperkara di pengadilan sehingga setiap orang atau 

sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara 

cuma-cuma. 

 Secara keseluruhan perkara prodeo yang diterima oleh Pengadilan Negeri 

Tegal Kelas IA pada tahun 2019 tidak ada. 
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BAB III  

SUMBER DAYA MANUSIA 

 

A. Sumber Daya Manusia 

Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Negeri Tegal Kelas IA sampai akhir tahun 

31 Desember 2019 adalah berjumlah  48 (empat puluh delapan) pegawai, 

dengan komposisi sebagai berikut :  

No Nama / Nip 
Pangkat / 

Golongan 
Jabatan Pendidikan 

1 
Djoni Witanto, S.H., M.H 

19681212 199212 1 001 

Pembina 

Utama Muda 

(IV/C) 

Ketua 
Magister 

Hukum 

2 
Toetik Ernawati, S.H.,M.H 

19640704 199212 2 001 

Pembina 

Utama Muda 

(IV/C) 

Wakil 

Magister 

Hukum 

3 
Paluko Hutagalung,S.H.,M.H 

19600723 199212 1 001 

Pembina 

Utama Muda 

(IV/C) 

Hakim  

Magister 

Hukum 

4 

Frans Effendi Manurung, 

S.H.,M.H. 

19770528 200212 1 003 

Pembina 

(IV/A) 

Hakim Magister 

Hukum 

5 

Elsa Lina Br. Purba, S.H., 

M.H. 

19770913 200112 2 001 

Pembina 

(IV/A) 

Hakim 
Magister 

Hukum 

6 
Haklainul Dunggio, S.H. 

19790102 200312 1 001 

Penata TK. 1 

(III/D) 
Hakim 

Sarjana 

Hukum 

7 
Lidia Awinero,S.H 

19790107 200112 2 001 

Pembina 

(IV/A) 
Hakim 

Sarjana 

Hukum 

8 
Ardhianti Prihastuti, S.H. 

19800521 200212 2 002 

Pembina 

(IV/A) 
Hakim 

Sarjana 

Hukum 

9 
Fatarony, S.H. 

19810723 200312 1001 

Penata TK. 1 

(III/D) 
Hakim 

Sarjana 

Hukum 

10 
Ranto Sabungan Silalahi, S.H. 

19761217 200212 1 002 

Pembina 

(IV/A) 
Hakim 

Magister 

Hukum 

11 
Sugiharto, S.H. 

19640905 198502 1001 

Pembina 

(IV/A) 
Panitera  

Sarjana 

Hukum 

12 
Hj. Euis, S.H. 

19700708 199203 2 003 

Pembina 

(IV/A) 
Sekretaris 

Sarjana 

Hukum 

13 
Yuni Widiyanti, S.H 

19670604 199803 2 002 

Pembina 

(IV/A) 
Sekretaris 

Sarjana 

Hukum 

14 
Sri Yuditiani, S.H. 

19640603 198903 2 002 

Penata TK. 1 

(III/D) 
Wakil 
Panitera 

Sarjana 

Hukum 
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No Nama / Nip 
Pangkat / 

Golongan 
Jabatan Pendidikan 

15 
Waryo, S.H. 

19670819 199203 1 004 

Penata TK. 1 

(III/D) 

Panitera 
Muda 
Hukum 

Sarjana 

Hukum 

16 
Sekhroni, S.H., S.Ag., M.H. 

19700710 199303 1 001 

Pembina 

(IV/A) 

Panitera 
Muda 
Pidana 

Magister 

Hukum 

17 
Supoyo Setiyo, S.H. 

19590617 198211 1 001 

Penata TK. 1 

(III/D) 

Panitera 
Muda 
Perdata 

Sarjana 

Hukum 

18 
Ngesti Murdiastuti 

19621027 198603 2 002 

Penata TK. 1 

(III/D) 

Ka Sub 
Bag 
Perencan
aan, 
Teknologi 
Informasi 
dan 
Pelaporan 

SMA 

19 
Ikro Adiyanto 

19630808 199003 1 003 

Penata TK. 1 

(III/D) 

Ka Sub 
Bag 
Umum 
dan 
Keuangan 

SMA 

20 
Intan Nurcahya, S.E. 

19750717 200604 2 002 

Penata TK. 1 

(III/D) 

Ka Sub 
Bag 
Kepegawa
ian, 
Organisasi 
dan Tata 
Laksana 

Sarjana 

Ekonomi 

21 
Dedi Setiawan, S.H. 

19630928 198903 1 004 

Penata TK. 1 

(III/D) 
Panitera 
Pengganti 

Sarjana 

Hukum 

22 
Wahono Murdisiswanto, S.H. 

19650330 198803 1002 

Penata TK. 1 

(III/D) 
Panitera 
Pengganti 

Sarjana 

Hukum 

23 

H. Untung Rahardjo, 

S.H.,M.M. 

19661003 198603 1 002 

Penata TK. 1 

(III/D) 
Panitera 
Pengganti 

Magister 

Manajemen 

24 
Sri Waryantiningsih. 

19590826 198103 2 002 
Penata (III/C) 

Panitera 
Pengganti 

SMA 

25 
Sarwono 

19600303 198103 1 011 
Penata (III/C) 

Panitera 
Pengganti 

SMA 

26 
Dodo Suwondo 

19600805 197904 1 001 
Penata (III/C) 

Panitera 
Pengganti 

KPAA 

27 
Lilik Lintiyawati 

19610315 198503 2 002 
Penata (III/C) 

Panitera 
Pengganti 

SMA 

28 
Sri Sugiyarti Laila Ningsih 

19611010 196203 2 002 
Penata (III/C) 

Panitera 
Pengganti 

SMA 

29 
Saras Pramujo, S.H. 

19701015 199403 1 002 
Penata (III/C) 

Panitera 
Pengganti 

Sarjana 

Hukun 
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No Nama / Nip 
Pangkat / 

Golongan 
Jabatan Pendidikan 

30 
Sugiri,S.H 

19631119 199103 1 003 

Penata TK. 1 

(III/D) 
Panitera 
Pengganti 

Sarjana 

Hukun 

31 
Waso’i 

19620419 199003 1 004 

Penata Muda 

TK.I (III/B) 
Juru Sita SMA 

32 
Petriyanto 

19680715 198903 1 001 

Penata Muda 

TK.I (III/B) 
Juru Sita SMA 

33 
Hermawan 

19681018199303 1 004 

Penata Muda 

TK.I (III/B) 
Juru Sita SMA 

34 
Sri Utami, S.H 

19720505 199303 2 002 
Penata (III/C) 

Juru Sita 
Pengganti 

Sarjana 

Hukum 

35 
Ramsa Tambunan 

19510225 198407 2 001 

Penata Muda 
TK.I (III/B) 

Juru Sita 
Pengganti 

SMA 

36 
Tuti Andriyani 

19671108 199103 2 003 

Penata Muda 

TK.I (III/B) 
Juru Sita 
Pengganti 

SMA 

37 
Sri Astuti 

19710707 199203 2 003 

Penata Muda 

TK.I (III/B) 
Juru Sita 
Pengganti 

SMA 

38 
Kistiyanto Jatmiko 

19730704 199303 1 001 

Penata Muda 

TK.I (III/B) 
Juru Sita 
Pengganti 

SMA 

39 
Sutono 

19670911 199303 1 004 

Penata Muda 

TK.I (III/B) 
Juru Sita 
Pengganti 

SMA 

40 
Lizza Amallia, S.H. 

19840903 200604 2 002 

Penata Muda 

TK.I (III/B) 
Juru Sita 
Pengganti 

Sarjana 

Hukum 

41 
Kencana Maharani, A.Md. 

19871107 200912 2 004 

Penata Muda 

(III/A) 

Staf 
Administra
si 

D III 

42 

Sudibyo Catur Marto 

Wibowo 

19720302 200604 1 013 

Pengatur TK.I 

(II/D) 

Staf 
Administra
si 

STM 

43 
Yudi Rachmadsyah 

19770611 201212 1 005 

Pengatur Muda 

TK.I (II/B) 

Staf 
Administra
si 

SMU 

44 
Risdianto 

19770725 201212 1 002 

Pengatur Muda 

TK.I (II/B) 

Staf 
Administra
si 

SMK 

45 
Murohi 

19780415 2001212 1 004 

Pengatur Muda 

TK.I (II/B) 

Staf 
Administra
si 

SMA 

46 
Asan Subekhi 

19730521 201212 1 001 

Pengatur Muda 

(II/A) 

Staf 
Administra
si 

SMA 

47 
Merry Kristiani, S.AP 

19950311 201903 2 011 

Penata Muda 

(III/A) 
CPNS 
Staf 

Sarjana AP 

48 
Fania Sofiyani, S.Kom 

19961130 201903 2 008 

Penata Muda 

(III/A) 
CPNS 
Staf 

Sarjana 

Komputer 

Tabel  Komposisi  Pegawai  Pengadilan Negeri Tegal Kelas IA 
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SDM Pengadilan Negeri Tegal Kelas IA Berdasarkan Penggolongan jabatan 

adalah sebagai berikut : 

No. Jabatan 
Jumlah Pegawai 

Yang Ada 

1 Ketua 1 

2 Wakil Ketua 1 

3 Hakim 6 

4 Panitera 1 

5 Wakil Panitera - 

6 Panitera Muda 2 

7 Panitera Pengganti 8 

8 Juru Sita 3 

9 Juru Sita Pengganti 6 

10 Sekretaris 1 

11 Kepala Sub Bagian 2 

12 Arsiparis - 

13 Pustakawan - 

14 Pranata Komputer - 

15 Bendahara - 

16 Staf Administrasi 8 

TOTAL 39 

Tabel Jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Tegal berdasarkan Jabatan 

 

No. Tenaga Honorer Jumlah Petugas Ket 

1 Petugas Keamanan / Satpam 2  

2 Petugas Pramubakti 5  

3 Sopir / Pengemudi 2  

TOTAL 9  

Tabel Pengelolaan Tenaga Honorer Tahun 2019 
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Gambar Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tegal Kelas IA 
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Data SDM baik hakim maupun pegawai yang mengalami promosi dan mutasi 

jabatan dengan rincian sebagai berikut : 

1. Mutasi dan Promosi  

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung dan 

Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum mengenai Promosi dan 

Mutasi Tahun2019, Berikut ini nama Pegawai dan Hakim yang 

mengalami Promosi dan Mutasi pada Pengadilan Negeri Tegal di 

Tahun2019: 

No Nama/NIP Pangkat

/gol/ 

ruang 

Jabatan Surat Keterangan 

1. Hj Euis, S.H 

197007081992032003 

Penata 

TK.I 

(III/D) 

Sekretaris 

PN Tegal 

306/SEK/K

P1/SK/IV/2

019 

Tanggal 24 

April 2019 

Kenaikan 

Pangkat 

menjadi 

pembina IV A 

dalam jabatan 

Sekretaris PN 

Tegal 

2. Yuni Widiyanti, S.H 

196706041998032002 

Pembina 

IV A 

Sekretaris 

PN 

Cilacap 

839/SEK/K

P.1/SK/X/2

019 

Tanggal 14 

Oktober 

2019 

Diangkat 

sebagai 

sekretaris 

pada PN 

Tegal 

3 Sri Yuditiani, S.H Penata 

TK.I 

(III/D) 

Wakil 

Panitera 

PN Tegal 

24/DJU/SK

/KP.04.5/1/

2019 

Tanggal 24 

Januari 

2019 

Diangkat 

sebagai 

Panitera 

Pengadilan 

Negeri 
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No Nama/NIP Pangkat

/gol/ 

ruang 

Jabatan Surat Keterangan 

Magelang 

Kelas IB 

4. Toetik Ernawati, S.H., 

M.H 

Pembina 

Utama 

Muda 

(IV/C) 

Ketua PN 

Situbond

o 

2986/DJU/

SK/KP.04.

5/9/2019 

Tanggal 16 

September 

2019 

Diangkat 

sebagai 

Wakil Ketua 

pada PN 

Tegal 

5. Ardhianti Prihastuti, 

S.H., M.H 

Pembina 

(IV/A) 

Hakim 

Madya 

Pratama 

PN Tegal 

2986/DJU/

SK/KP.04.

5/9/2019 

Diangkat 

sebagai wakil 

ketua PN 

Banyumas 

6. Frans Effendy 

Manurung, S.H., M.H 

Pembina 

(IV/A) 

Hakim 

Madya 

Pratama 

PN Tegal 

2986/DJU/

SK/KP.04.

5/9/2019 

Diangkat 

sebagai wakil 

ketua PN 

Wamena 

 

2. Pensiun 

Berikut ini adalah daftar nama pegawai yang pensiun pada tahun 2019: 

No. Nama/NIP Pangkat Jabatan Tanggal Pensiun 

1. Ramsa Tambunan Penata 

Muda 

TK.1 

(III/B) 

Jurusita Pengganti 

PN Tegal 

1 April 2019 

2. Sugiri, SH. Penata 

TK.1 

(III/D) 

Panitera Pengganti 1 Juni 2019 
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3. Supoyo Setiyo, SH. Penata 

TK.1 

(III/D) 

Panitera Muda 

Perdata 

1 Juli 2019 

4 Sri Waryantiningsih Penata 

(IIIC) 

Panitera 

Pengganti 

1 September 

5. Ngesti Murdiastuti Penata 

TK.1 

(III/D 

Kasubag. Bag 

Perencanaan, 

Teknologi 

Informasi dan 

Pelaporan 

1 November 2019 

 

3. Diklat (SDM Teknis / Non Teknis Yang Telah Mengikuti Diklat) 

Upaya peningkatan Sumber Daya Manusia di bidang teknis yudisial 

terhadap Pegawai/Hakim Pengadilan Negeri Tegal Kelas IA, dengan 

mengupayakan dan mengikutsertakan Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, 

Jurusita, Jurusita Pengganti, Pejabat  Struktural, serta Pegawai dalam setiap 

pelatihan-pelatihan, sosialisasi maupun pembinaan  yang diselenggarakan 

oleh internal Mahkmah Agung dan pihak eksternal untuk meningkatkan 

pengetahuan dan kemampuan aparatur pengadilan. 

Dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan terciptanya 

tenaga teknis yudisial dan non teknis yusdisial yang profesional dalam 

menjalankan tugas sehingga peningkatan pelayanan bidang hukum, 

peradilan dan pelayanan publik yang prima dapat terwujud, selain itu juga 

meningkatkan profesionalisme pegawai melalui pembinaan setiap apel hari 

senin dengan mengadakan rapat berkala satu bulan sekali dengan seluruh 

pegawai, baik dengan pejabat struktural maupun dengan pejabat fungsional.  

Berikut daftar pelaksanaan diklat baik teknis maupun non teknis 

yang diikuti oleh pegawai Pengadilan Negeri Tegal Kelas IA pada tahun 

2019 :  
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NO 
WAKTU 

PELAKSANAAN 
NAMA JENIS KEGIATAN PENYELENGGARA 

1. 1 07 Agustus – 14 Oktober  

2019 

Merry Kristiani S.AP Mengikuti pelatihan dasar 

CPNS Gol III di Yogyakarta  

Badan Litbang Hukum 

dan Peradilan MA RI 

2.  4 November – 28 

Desember 2019 

Fania Sofiyani, S.Kom Mengikuti pelatihan dasar 

CPNS Gol III  Gel 2 di Jakarta 

Badan Litbang Hukum 

dan Peradilan MA RI 

Tabel Pelaksanaan Diklat Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A 
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BAB IV 

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN 

TEKNOLOGI INFORMASI 

 

A. Pengelolaan Keuangan  

  Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam 

penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan 

secara profesional, berbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana 

disebutkan dalam penjelasan umum Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Negeri TegalKelas IA yang meliputi 

kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan anggaran 

diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam 

undang-undang tersebut di atas. 

  Pengelolaan keuangan di lingkungan Pengadilan Negeri TegalKelas IA 

secara umum diselenggarakan oleh Sekretaris selaku Kuasa Pengguna 

Anggaran merangkap Pejabat Penangungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen 

(PPK) dengan dibantu oleh Pengelola Anggaran antara lain, Pejabat Penguji 

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Pejabat Peandatanganan Surat 

Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, 

Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), dan Staf Pengelola 

Keuangan. 

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini yaitu : 

a. Pengelolaan keuangan oleh bendahara pengeluaran. 

Bahwa Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Tegal telah 

mengelola keuangan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran 

Pengadilan Negeri Tegal. Adapun sumber dana keuangan yang dikelola 

tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2019 

yang terdiri dari : 
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1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (01) Badan Urusan 

Administrasi Mahkamah Agung sebesar Rp. 6.830.647.000 (Enam 

Milyar delapan ratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh 

tuju ribu rupiah). 

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (03) Badan Badan 

Peradilan Umum Mahkamah Agung sebesar Rp. 102.450.000 

(Seratus dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). 

 

Berdasarkan alokasi anggaran yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Tegal Tahun 2019, rincian pagu anggaran 

tiap-tiap program / kegiatan beserta realisasi anggarannya tampak seperti tabel 

berikut ini : 

No 
Uraian Program / 

Kegiatan 

Pagu 

Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 

Tahun Ini (Rp) 

Capaian 

(%) 

1 

Program Dukungan 

Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas 

Teknis Lainnya 

Mahkamah Agung 

6.780.647.000 6.559.315.185 96.73 % 

2 

Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

Aparatur Mahkamah 

Agung 

50.000.000 49.998.000 99,96 % 

Total 6.830.647.000 6.609.313.185 96.75 % 

Tabel Realisasi Anggaran DIPA 01 (Revisi Ke 3) Tahun 2019 

No 
Uraian Program / 

Kegiatan 

Pagu 

Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 

Tahun Ini (Rp) 

Capaian 

(%) 

1 

Program Peningkatan 

Manajemen Peradilan 

Umum 

102.450.000 100.600.276 98 % 

Total 102.450.000 100.600.276 98 % 

Tabel Realisasi Anggaran DIPA 03 (Revisi Ke 1) Tahun 2019 
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b. Pengelolaan keuangan oleh bendahara penerimaan. 

Bahwa Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Tegal telah 

mengelola keuangan terkait penerimaan negara bukan pajak yang dikelola 

oleh bendahara penerimaan Pengadilan Negeri Tegal sebagaimana 

dijabarkan dalam tabel berikut ini : 

No. 
Uraian Jenis Pendapatan/ Mata Anggaran 

Penerimaan 

Jumlah 

Tahun Ini 

(Rp) 

Ket 

1 Pendapatan Dari Pemindahtanganan BMN -   

2 Pendapatan Dari Pemanfaatan BMN 10.685.236   

3 Pendapatan Jasa -   

4 Pendapatan Kejaksaan Dan Peradilan -   

5 Pendapatan Denda -   

6 
Pendapatan Dari Penerimaan Kembali Tahun 

Anggaran Yang Lalu 
- 

  

7 Pendapatan Pelunasan Piutang -   

8 Pendapatan Dari Penutupan Rekening -   

9 Pendapatan Lain-Lain  -   

TOTAL 10.685.236   

Tabel PNBP DIPA 01 Tahun 2019 

No. 
Uraian Jenis Pendapatan/ Mata Anggaran 

Penerimaan 

Jumlah 

Tahun Ini 

(Rp) 

Ket 

1 Pendapatan Dari Pemindahtanganan BMN -   

2 Pendapatan Dari Pemanfaatan BMN -   

3 Pendapatan Jasa -   

4 Pendapatan Kejaksaan Dan Peradilan 26.164.600   

5 Pendapatan Denda -   

6 
Pendapatan Dari Penerimaan Kembali Tahun 

Anggaran Yang Lalu 
- 

  

7 Pendapatan Pelunasan Piutang -   

8 Pendapatan Dari Penutupan Rekening -   

9 Pendapatan Lain-Lain -   

 TOTAL 26.164.600   

Tabel PNBP DIPA 03 Tahun 2019 
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c. Pengelolaan keuangan oleh pembuat daftar gaji. 

Bahwa Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Tegal telah 

mengelola keuangan terkait belanja pegawai yang dikelola oleh pembuat 

daftar gaji Pengadilan Negeri Tegal sebagaimana dijabarkan dalam tabel 

berikut ini : 

No 
Jenis 

Golongan 

Jumlah 

Pegawai 

Jumlah 

Penghasilan 

(Rp) 

Jumlah 

Potongan 

(Rp) 

Jumlah Yang 

Dibayarkan 

(Rp) 

1 Gol I 0 0 0 0 

2 Gol II 60 200.824.572 17.877.442 182.995.100 

3 Gol  III 325 2.023.358.415 189.031.454 1.833.779.600 

4 Gol IV 114 1.994.996.094 211.024.494 1.783.899.600 

Total 499 6.214.175.175 417.933.390 3.800.674.300 

Tabel Rekapitulasi Gaji Pegawai Pada Tahun 2019 

No 
Jenis 

Golongan 

Jumlah 

Pegawai 

Jumlah 

Kotor 

(Rp) 

Jumlah 

PPh 

(Rp) 

Jumlah 

Bersih 

(Rp) 

1 Gol II 60 41.300.000 0 41.300.000 

2 Gol III 324 229.548.000 11.477.400 218.070.600 

3 Gol IV 117 86.346.000 12.951.900 73.394.100 

Total 501 357.194.000 24.429.300 332.764.700 

Tabel Rekapitulasi Perhitungan Uang Makan Pada Tahun 2019 

B. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana 

1. Sarana dan Prasarana 

Kesekretariatan sebagai supporting unit pelaksanaan tugas pokok dan fungsi  

pengadilan adalah merupakan hal  yang tidak bisa terpisahkan. Karena salah 

satu tugasnya adalah mengelola sarana dan prasarana. Ketersediaan sarana dan 

prasarana sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik para pencari 

keadilan. Tahun demi tahun kantor Pengadilan Negeri Tegal Kelas IA berusaha 

untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana walaupun masih belum 

mencapai maksimal, akan tetapi ada perubahan kearah kebaikan dari tahun ke 
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tahun. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana 

bisa lebih meningkat dan penanganannya dapat terukur.  

Matriks Sarana / Prasarana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tegal 

Kelas IA 

No Sarana/Prasarana Jumlah Keterangan 

I Sarana/Prasarana Gedung   

1 Ruang PTSP 1  

2 

Ruang Tunggu Pengunjung, 

Konferensi Pers dan Penitipan 

Grativikasi 

1  

3 Ruang Sidang Utama 1  

4 Ruang Sidang 1 1  

5 Ruang Sidang 2 1  

6 Ruang Sidang Anak 1  

7 Ruang PTIP 1  

8 Ruang Kepegawaian & Ortala 1  

9 Ruang Tahanan 4  

10 Ruang Jaksa 1  

11 Ruang Diversi 1  

12 Ruang Posbakum 1  

13 Ruang Kepaniteraan Pidana 1  

14 Ruang Mediasi 1  

15 Ruang Perpustakaan 1  

16 Ruang Tunggu Sidang Anak 1  

17 Ruang Poliklinik 1  

18 Ruang Laktasi 1  

19 Ruang Arsip 1  

20 Ruang Kepaniteraan Perdata 1  

21 Ruang kepaniteraan Hukum 1  

22 Ruang Umum  & Keuangan 1  

23 Ruang Telrconference 1  

24 Ruang Server 1  

25 Ruang Ketua 1  

26 Ruang Rapat Ketua 1  

27 Ruang Wakil Ketua 1  

28 Ruang Juru Sita 1  
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29 Ruang Panitera 1  

30 Ruang Sekretaris 1  

31 Ruang Hakim 1 1  

32 Ruang Hakim 2 1  

33 Ruang Panitera Pengganti 1  

34 Ruang Auditorium 1  

35 Ruang Genset 1  

36 Musshola 1  

37 Area parkir 1  

38 Lapangan Voly 1  

39 Lapangan Tenis 1  

40 Taman Bermain 1  

II 
Sarana/Prasarana Fasilitas 

Perkantoran 
  

1 Komputer 40 unit  

2 Laptop 14 unit  

3 Infokus / LCD Proyektor 1 unit  

4 Mesin Fotocopy 2 unit  

5 AC Split 20 Unit  

6 Faximile 1 unit  

7 Genzet 1 unit  

8 Brandkas 1 unit  

9 Mesin Absensi 2 unit  

10 Televisi 5 unit  

11 Printer 24 Unit  

12 Scanner 3 unit  

13 Meja Kerja Kayu 57 unit  

14 Kursi Besi / Metal 2305 unit  

15 Lemari Kayu 5 unit  

16 Rak Besi / Metal 19 unit  

17 CCTV 2 unit 20 titik  

18 Filling Kabinet Besi 6 unit  

19 Mesin Antrian 1 unit  

20 UPS 8 unit  

21 Kamera Digital 1 unit  

Tabel 4.6 Matriks Sarana dan Prasarana Pengadilan Negeri TegalKelas IA 
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C. Pengelolaan Teknologi Informasi  

I. Implementasi e-Court 

e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan 

terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran 

secara online, mengirim dokumen persidangan (Jawaban, Replik, Duplik, 

Kesimpulan, Putusan) dan Pemanggilan secara online. Untuk mendukung dan 

memfasilitasi e-court di Pengadilan Negeri Tegal Kelas IA dengan 

mempersiapkan sarana prasarana serta sumber daya pendukung dalam hal ini 

meja e-court dan tim percepatan e-court demi implementasi program unggulan 

Mahkamah Agung RI sementara digalakkan sekarang ini. meja e-Court adalah 

sarana layanan yang disediakan oleh pengadilan yang tersedia bersama-sama 

dengan layanan PTSP dan berguna untuk memfasilitasi para pengguna layanan 

(advokat) dan masyarakat pencari keadilan untuk mendaftarkan perkara secara 

online, dan adapun tim percepatan e-Court adalah sumber daya yang disiapkan 

untuk membantu pengguna layanan (advokat) dan masyarakat pencari keadilan 

dalam mendaftarkan perkara secara online.  

 

Gambar Meja e-Court Pengadilan Negeri Tegal Kelas IA 
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Jumlah Penerimaan Perkara e-Court Pengadilan Negeri Tegal Kelas IA Selama 

Tahun 2019 sebagai Berikut : 

No Perkara Diterima Diputus Sisa/ Dalam Proses 

1 Gugatan 15 8 7 

2 Bantahan - - - 

3 Gugatan 

Sederhana 
3 2 1 

4 Permohonan 3 3 - 

 Total 21 13 8 

Tabel Penerimaan Perkara e-CourtTahun 2019 

 

Pendaftaran e-Court Gugatan 

No. Nomor Perkara Tanggal 

Pendaftaran 

Status 

1. 51/Pdt.G/2019/PN Tgl 18 Desember 

2019 

Perkara Terdaftar 

2. 50/Pdt.G/2019/PN Tgl 5 Desember 

2019 

Perkara Terdaftar 

3. 46/Pdt.G/2019/PN Tgl  4 November 

2019 

Perkara Terdaftar 

4. 45/Pdt.G/2019/PN Tgl  29 Oktober 

2019 

Perkara Terdaftar 

5. 44/Pdt.G/2019/PN Tgl  29 Oktober 

2019 

Perkara Terdaftar - Putusan 

Tanggal Putusan : 10 

Desember 2019 

6. 40/Pdt.G/2019/PN Tgl  15 Oktober 

2019 

Perkara Terdaftar - Putusan 

Tanggal Putusan : 9 Desember 

2019 

7. 37/Pdt.G/2019/PN Tgl   9 Oktober 

2019 

Perkara Terdaftar 
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8. 36/Pdt.G/2019/PN Tgl  2 Oktober 

2019 
Perkara Terdaftar - Putusan 

Tanggal Putusan : 25 

November 2019 

9. 34/Pdt.G/2019/PN Tgl 23 

September 

2019 

Perkara Terdaftar 

10. 33/Pdt.G/2019/PN Tgl  16 

September 

2019 

Perkara Terdaftar 

11. 31/Pdt.G/2019/PN Tgl 3 September 

2019 

Perkara Terdaftar - Putusan 

Tanggal Putusan : 24 Oktober 

2019 

12. 30/Pdt.G/2019/PN Tgl  29 Agustus 

2019 

Perkara Terdaftar - Putusan 

Tanggal Putusan : 30 Agustus 

2019 

13. 29/Pdt.G/2019/PN Tgl   29 Juli 2019 Perkara Terdaftar - Putusan 

Tanggal Putusan : 9 September 

2019 

14.  25/Pdt.G/2019/PN Tgl  28 April 

2019 

Perkara Terdaftar - Putusan 

Tanggal Putusan : 29 Mei 

2019 

15 22/Pdt.G/2019/PN Tgl  8 April 2019 Perkara Terdaftar - Putusan 

Tanggal Putusan : 7 November 

2019 

Tabel Pendaftaran e-Court Gugatan  

 

Pendaftaran e-Court Gugatan Sederhana 

No. Nomor Perkara Tanggal 

Pendaftaran 

Status 

1. 29/Pdt.G.S/2019/PN Tgl 22 Desember 

2019 

Perkara Terdaftar 

2. 28/Pdt.G.S/2019/PN 

Tgl  

18 Desember 

2019 

Perkara Terdaftar - Putusan 

Tanggal Putusan : 8 Januari 

2020 

3. 27/Pdt.G.S/2019/PN 

Tgl  

18 Desember 

2019 

Perkara Terdaftar - Putusan 

Tanggal Putusan : 9 Januari 

2020 

Tabel Pendaftaran e-Court Gugatan Sederhana 
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Pendaftaran e-Court Permohonan 

No. Nomor Perkara Tanggal 

Pendaftaran 

Status 

1. 61/Pdt.P/2019/PN Tgl  19 

Desember 

2019 

Perkara Terdaftar - Putusan 

Tanggal Putusan : 9 Januari 

2020 

2. 60/Pdt.P/2019/PN Tgl  16 

Desember 

2019 

Perkara Terdaftar - Putusan 

Tanggal Putusan : 6 Januari 

2020 

3. 59/Pdt.P/2019/PN Tgl  13 

Desember 

2019 

Perkara Terdaftar - Putusan 

Tanggal Putusan : 19 Desember 

2019 

Tabel Pendaftaran e-Court Permohonan 

 

II. Implementasi SIPP 

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik dan Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-

144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Surat 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan Surat Edaran 

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 0458/DJA/HM.02.3/2/2016 

tentang Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Di 

Lingkungan Peradilan Agama.  

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan web-based 

application, yaitu suatu aplikasi yang terinstal di server dan diakses menggunakan 

penjelajah web atau yang dikenal sebagai browser melalui suatu jaringan Internet 

atau intranet, dengan tujuan utama SIPP dibangun dan dikembangkan adalah untuk 

dapat  memudahkan dan menunjang aparatur pengadilan dalam menjalankan tugas 

dan kewajiban sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) masing-masing.  
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Pengadilan Negeri TegalKelas IA dalam mendukung Sistem Informasi 

Penelusuran Perkara (SIPP) yang hingga saat ini telah memakai SIPP versi  3.3.0-

1, telah mengintegrasikan teknologi informasi sebagai penunjang utama terhadap 

kelancaran dan kemudahan pelayanan publik khususnya pada penggunaan dan 

pengoperasian aplikasi SIPP dengan Rasio Penyelesaian Perkara 94.82 %, Perkara 

Minutasi 284 Perkara. 

Berikut ini adalah Evaluasi Implementasi SIPP pada Pengadilan Negeri 

Tegal yang di peroleh dari website Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum per 

10 Januari 2019: 

NO Bulan Poin Peringkat 

1 Januari 829.91 28 

2 February 865.51 17 

3 Maret  876.46 21 

4 April 856.88 29 

5 Mei 904.05 17 

6 Juni 907.04 10 

7 Juli 907.71 17 

8 Agustus 860.90 27 

9 September 861.97 30 

10 Oktober 960.85 1 

11 November 919.36 16 

12 Desember 949.33 3 

Tabel Evaluasi Implementasi SIPP Pengadilan Negeri Tegal Tahun 2019 
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BAB V 

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK 

 

A. Pelayanan Publik Yang Prima 

1. Akreditas Penjaminan Mutu (APM)  

 Berikut ini ada beberapa Prestasi yang telah diperoleh dari hasil kerja 

keras  Seluruh Staf hingga Pimpinan Pengadilan Negeri Tegal Kelas IA pada 

tahun  2018  dan mendapatkan sertifikat  antara lain  : 

1. Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu  dari Badan Peradilan Umum 

dengan  kategori Terakreditasi :    “  A  “(Exellent )  Nomor : 

TAPM:006/QMR/Sertifikat /7/2017; 

2. Sertifikat ISO  Nomor : BVS EN.ISO 9001  : 2015 . 

3. Sertifikat Piagam Penghargaan Terbaik  dari Kantor Pelayanan  dan 

Perbendaharaan Negara untuk Tahun 2017. 

4. Sertifikat Penghargaan  dari KPKNL atas pelaksanaan  Pengawasan dan 

Pengendalian Barang Milik Negara BMN ( WASDA) Tahun 2017 No. 

005.01.03000.097734.000 KD.2018 .  

5. Sertifikat  Penghargaan  : SK/W12.U3/279/KP.07.10.17/2018 Sebagai Peringat 

III Lomba  PTSP Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. 

Khusus Pengadilan Negeri Tegal Kelas IA telah dilaksanakan Asesmen 

Surveillance kembali pada tanggal 09 Mei 2019. Dengan hasil Asesmen 

Surveillance nilai Akreditasi Penjaminan Mutu di Pengadilan Negeri Tegal 

Kelas IA “A”. 

Dengan adanya Sertifikat Akreditas Penjaminan Mutu ini, mendorong 

Pengadilan Negeri Tegal Kelas IA untuk mengoptimalisasi sarana, prasarana 

dan sistem manajemen untuk mewujudkan performa, kinerja dan pelayanan 

publik yang prima. 
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2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Negeri Tegal Kelas 

IA dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan 

Peradilan Negeri Mahkamah Agung RI Nomor : 

1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tertanggal 2 Agustus 2018. Hadirnya PTSP di 

Pengadilan Negeri Tegal Kelas IA dimaksudkan seluruh pelayanan 

administrasi peradilan sudah terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang 

dimulai pada tahap permohonan informasi dan pengaduan, pendaftaran perkara, 

pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, hingga pada penyerahan / 

pengambilan produk pengadilan dilakukan melalui satu pintu.  

Sejak beroperasi, PTSP di Pengadilan Negeri Tegal Kelas IA terdiri dari 

Bagian Umum, Hukum, Perdata, Pidana, Informasi dan Pengaduan, sekaligus 

Meja E-court.  Berikut penjelasan mengenai PTSP:  

1) Bagian Umum  menerima : 

Surat Masuk : 1757  

Surat Keluar : 2149  

2) Bagian Hukum menerima  

Pengaduan : 0 

Permohonan Informasi : 8 

Surat Kuasa : 216 

Waarmaking : 3 

Kuasa Insidentil : 8 

Permohonan surat keterangan on line : 133 

3) Bagian Perdata menerima : 

Pendaftaran perkara : 141 

4) Bagian Pidana menerima : 

Permohonan perpanjangan penahanan: 5 

Penetapan Persetujuan Penyitaan :159 
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Penetapan Persetujuan  Penggledahan: 44 

Pendaftaran perkara : 23.777 

Permohonan ijin besuk : 96 

5) Meja e-Court yang dimaksudkan untuk menunjang implementasi 

pendaftaran perkara secara elektronik baik yang dilakukan para advokad 

maupun pengguna lain (masyarakat) yang dilengkapi dengan fasilitas 

berupa PC terkoneksi jaringan internet, akan tetapi untuk perangkat 

pendukung berupa Printer dan Mesin Scaner belum ada. Disamping itu 

telah di tunjuk Tim Percepatan E-court untuk membantu para pengguna 

layanan dalam mendaftarkan perkara secara elektronik. 

Pendaftaran perkara e-court :21 

 

3. Inovasi Pelayanan Publik 

Pengadilan Negeri Tegal Kelas IA dalam hal mendukung terwujudnya Badan 

Peradilan yang Agung dan Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap 

pelayanan telah Membuat Inovasi Pelayanan Publik seperti dibawah ini : 

 

a. Sosialisasi Produk Layanan Pengadilan Kepada Masyarakat. 

Dalam Hal Inovasi Pelayanan Publik Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A juga 

melakukan Inovasi dalam bentuk nyata kepada Masyarakat dengan menjemput 

bola dengan melakukan Sosialisasi Produk Layanan Pengadilan kepada 

Masyarakat, seperti diketahui banyak masyarakat yang belum paham dan 

mengerti tentang jenis-jenis Layanan di Pengadilan Negeri, khususnya E-court. 

Pengadilan Negeri Tegal Kelas IA Telah beberapa kali melakukan Sosialisasi 

Produk layanan E-court Kepada Masyarakat Pencari Keadilan sesuai dengan 

wilayah yuridiksi. 

b. Aplikasi Antrian PTSP  

Aplikasi yang memudahkan Petugas PTSP dalam melayani Antrian Pengguna 

layanan di PTSP, dalam antrian ini sudah terpisah Antrian sesuai dengan jenis 
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Layanan yang ada seperti Bagian Umum, Perdata, Hukum dan Pidana. Petugas 

PTSP hanya mengklik Tombol Panggil ke Counter di Aplikasi, lalu akan 

terdengar suara Panggilan Otomatis Nomor Antrian yang tersedia untuk menuju 

Loket Meja PTSP. 

c. Aplikasi Si Court PN Tegal 

Sistem Informasi Mengenai E-court adalah suatu terobosan baru dari 

Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A yang dibuat pada tanggal 20 Desember 

2019. Sistem ini dirancang untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat 

pencari keadilan yang ingin mendaftarkan perkaranya melalui E-court layaknya 

customer service digital tentang E-court. Layanan yang diberikan oleh aplikasi 

SICOURT ini berupa informasi berperkara melalui e-court diantaranya 

persyaratan berperkara melalui e-court, tatacara registrasi, dan tatacara 

berperkara melalui e-court, sistem ini juga dilengkapi dengan solusi apabila 

terjadi eror atau kendala pada setiap tahapan. Sehingga dengan adanya sistem 

ini dapat memberikan jembatan antara masyarakat pencari keadilan dengan 

Pengadilan Negeri Tegal. cara kerja aplikasi ini dimulai apabila masyarakat 

pencari keadilan mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp dengan isi pesan 

berupa “Hai” yang dikirim ke nomor 0819 1251 5174. Setiap pesan yang 

dikirim oleh masyarakat pencari keadilan akan terjawab secara otomatis sesuai 

dengan rule yang ada. Apabila pertanyaan yang dkirimkan oleh masyarakat 

pencari keadilan itu belum terjawab secara sistem maka admin dari pada 

aplikasi Sicourt akan membantu menjawab sesuai dengan kebijakan pimpinan 

Pengadilan Negeri Tegal dan Hakim Pengawas Aplikasi E-court Mahkamah 

Agung. Harapan dari pada terobosan yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Tegal 

adalah untuk mewujudkan terciptanya visi dan misi Pengadilan Negeri Tegal 

dalam rangka memberikan Pelayanan Prima. 
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BAB VI 

PENGAWASAN 

 

A. Internal 

Pengawasan merupakan bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dalam 

suatu manajemen organisasi. Sejak diberlakukannya SK KMA Nomor 

071/KMA/SK/V/2008 ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan 

Pemberian Tunjangan Kinerja serta diberlakukannya Perma No 7 Tahun 2016 

tentang penegakan Disiplik Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan 

Peradilan di bawahnya memperkuat fungsi dan pentingnya pengawasan. 

Pelaksanaan Pengawasan internal di lingkungan Pengadilan Negeri Tegal 

Kelas IA dikategorikan sebagai pengawasan melekat. Pengawasan melekat 

adalah pengawasan secara struktur yang melekat dalam suatu oganisasi 

sebagaimana yang dimaksudkan oleh pedoman umum angka I huruf –a instruksi 

presiden Nomor 1 tahun 1989 tentang pedoman pengawas melekat.. 

Pengawasan Sebagai implementasi dari ketentuan tersebut di atas, maka 

Ketua Pengadilan Negeri Tegal Kelas IA dalam Surat Keputusan Nomor: W12-

U3/135/KP.00.3/11/2019 tanggal 11 November 2019 tentang penunjukan 

Hakim Pengawas dengan bidang pengawasan sebagai berikut: 

NO NAMA  JABATAN 

DIANGKAT 

DALAM 

JABATAN 

1. Toetik 

Ernawati, S.H., 

M.H 

Hakim 

Madya Utama 

Koordinator Hakim Pengawasan 

Bidang 

2. Paluko 

Hutagalung, 

S.H., M.H 

Hakim 

Madya Utama 

Hakim Pengawasan Bidang 

Umum dan Keuangan 

3. Elsa Lina BR 

Purba 

Hakim 

Madya 

Pratama 

Hakim Pengawasan Bidang 

Perencanaan, Teknologi 

Informasi dan Pelaporan 

4. Lidia Awinero, 

S.H 

Hakim 

Madya 

Pratama 

Hakim Pengawasan Bidang 

Pidana dan Wasmat 



 

43 LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 2019  |  PENGADILAN NEGERI TEGAL 

 

5. Ranto Sabungan 

Silalahi, S.H., 

M.H 

Hakim 

Madya 

Pratama 

Hakim Pengawasan Bidang 

Hukum 

6. Fatarony, S.H Hakim 

Pratama 

Utama 

Hakim Pengawasan Bidang 

Perdata, Juru Bicara dan Humas 

7 Haklainul 

Dunggio, S.H 

Hakim 

Pratama 

Utama 

Hakim Pengawasan Bidang 

Perdata, Kepegawaian dan 

ORTALA 

Tabel  Penunjukan Hakim Pengawas bidang 

Pengawasan di Pengadilan Negeri Tegal Kelas IA dilakukan dengan cara 

pemeriksaan secara komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan 

peradilan meliputi : 

1. Bidang manajemen peradilan  

Melaksanakn Pengawasan dan evaluasi terhadap : 

a. Pembuatan program kerja dan prosedurnya 

b. Pengawasan dan pembinaan 

c. Kendala dan hambatan 

d. Faktor faktor yang mendukung 

e. Kegiatan 

2. Bidang Administrasi Perkara  Bagian I 

Melaksanakan Pengawasan dan Evaluasi Terhadap 

a. Proses penerimaan perkara bagian pertama, Banding, Kasasi dan PK 

b. Prosedur pengisian buku register 

3. Bidang Adminitrasi Perkara Bagian II  

Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap keuangan perkara yang 

meliputi  

a. Buku jurnal keuangan perkara 

b. Buku induk keuangan perkara 

c. Buku keuangan biaya eksekusi 

d. Buku penerimaan hak-hak Kepaniteraan 

4. Bidang Adminitrasi Perkara Bagian III  

Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap 

a. Bulanan (Keadaan perkara, Keuangan perkara, dan jenis perkara) 
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b. Empat bulanan ( Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK dan 

Eksekusi) 

c. Enam bulanan ( Kegiatan Hakim) 

d. Pemberkasan dan Minutasi   

5. Bidang Adminitrasi Persidangan  

Melaksanakan Pengawasan dan Evaluasi terhadap 

a. Proses penetapan Majelis Hakim/Hakim 

b. Proses penetapan hari sidang 

c. Proses pemanggilan para pihak 

d. Proses pelaksanaan sidang  

e. Proses pembuatan berita acara sidang 

f. Proses penyelesaian berka perkara sampai dengan minutasi 

g. Proses perkara yang dimediasi 

6. Bidang Aplikasi SIPP 

a. Evaluasi Proses penetapan Majelis Hakim/Hakim yang telah diupload 

melalui aplikasi SIPP 

b. Evaluasi Proses penetapan hari sidang yang telah diupload melalui 

aplikasi SIPP 

c. Evaluasi proses pemanggilan dan bantuan panggilan dlam Aplikasi 

SIPP 

d. Proses pelaksanaan sidang dalam aplikasi SIPP 

e. Proses penyelesaian berkas perkara sampai dengan minutasi dalam 

aplikasi SIPP 

f. Evaluasi sinkronisasi SIPP Ke Server Mahkamah Agung RI setiap 

harinya. 

7. Bidang Adminitrasi Umum  

Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap : 

a. Adminitrasi bidang Kepegawaian 

b. Adminitrasi bidang Keuangan 

c. Adminitrasi bidang pengelolaan surat menyurat 

d. Adminitrasi bidang inventaris 
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e. Adminitrasi bidang perpustakaan 

f. Informasi dan Tehnologi (IT)  yang meliputi peliputan dan penyiaran  

semua kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan interen maupun 

exteren ke dalam Wibsite. 

8. Bidang Kinerja Pelayanan Publik  

Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap 

a. Pengelolaan manajemen 

b. Mekanisme pengawasan 

c. Pengembangan sumber daya manusia 

d. Pengadaan dan pemeliharaan inventaris yang menunjang pelayanan 

publik 

e. Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan, dan kerapihan 

f. Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara 

g. Pelayanan dan tingkat pengaduan masyarakat 

9. Bidang Adminitrasi Pemeriksaan Kas  

Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap 

a. Berita acara pemeriksaan kas 

b. Penutupan buku kas umum 

c. Surat pernyataan bendahara 

d. Berita acara pemeriksaan fisik 

10. Bidang Adminitrasi Pengadaan Barang Dan Jasa  

Mengadakan pengawasan dan evaluasi terhadap 

a. Prosedur pengadaan barang/pemborongan pekerjaan 

b. Persyatan SPK/kontrak 

c. Dokumen pengadaan dan kriteria evaluasi 

d. Strategi pemeriksaan pengadaan barang dan jasa konsultasi dengan 

sistim evaluasi kualitas teknis dan biaya 

e. Strategi pemeriksaan jasa konsultasi dengan sistim evaluasi pagu 

anggaran 

f. Startegi pemeriksaan terhadap evaluasi biaya terendah 

g. Pemeriksaan terhadap evaluasi penunjukan langsung 
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h. Evaluasi pemeriksaan terhadap jadwal pelaksanaan jasa konsultasi 

i. Strategi terhadap harga perhitungan sendiri untuk perhitungan barang 

dan jasa 

j. Strategi pemeriksaan terhadap penyusunan  dokumen pengadaan barang 

dan jasa atau jasa lainnya 

k. Strategi pemeriksaan terhadap dokumen pengadaan jasa konsultasi ( 

RKS dan kontrak) 

l. Strategi pemeriksaan terhadap pengadaan barang/jasa dari penyedia 

(rekanan) 

m. Pemeriksaan terhadap dokumen kontrak 

n. Pemeriksaan terhadap pelaksanaan kontrak 

o. Strategi terhadap pengadaan barang dan jasa dengan swakelola 

p. Strategi pemeriksaan jasa konsultasi dengan sistim evaluasi 

kwalitasteknis dan biaya 

q. Strategi pemeriksaan jasa konsultasi dengan pagu anggaran 

r. Strategi pemeriksaan jasa konsultasi dengan sistim evaluasi biaya 

terendah 

s. Strategi pemeriksaan terhadap evaluasi jadwal penunjukan langsung 

t. Strategi pemeriksaan terhadap evaluasi jadwal pelaksanaan jasa 

konsultasi 

u. Strategi pemeriksaan terhadap evaluasi jadwal pelaksanaan jasa 

konsultasi 

v. Strategi pemeriksaan terhadap harga perhitungan sendiri untuk 

pekerjaan pengadaan barang dan jasa 

w. Strategi pemeriksaan terhadap harga perhitungan sendiri untuk 

pekerjaan jasa konsultasi 

x. Strategi pemeriksaan terhadap penyusunan dokumen pengadaan 

barang/jasa dan jasa lainnya 

y. Strategi pemriksaan terhadap dokumen pengadaan jasa konsultasi 

z. Strategi pemeriksaan dokumen pengadaan jasa konsultasi (RKS dan 

kontrak) 
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aa. Strategi pemeriksaan terhadap pengadaan barang dan jasa dari penyedia 

(Rekanan) 

bb. Strategi pemeriksaan terhadap dukumen kontrak 

cc. Strategi pemeriksaan terhadap pelaksanaan kontrak 

dd. Strategi pemeriksaan terhadap pengadaan barang/jasa dengan 

swakelola 

Pengawasan dilaksanakan dengan maksud untuk Memperoleh informasi 

apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan dan 

program kerja dapat terlaksana sesuai rencana.Hasil pengawasan dilaporkan oleh 

masing-masing Hakim Pengawas Bidang setiap bulan saat rapat dinas kepada Ketua 

Pengadilan Negeri Tegal Kelas IA melalui Wakil Ketua sebagai koordinasi 

pengawas. 

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI  

No.071/SK/V/2008 tentang Ketentuan penegakan Disiplin Kerja dalam 

pelaksanaan memberi tunjangan khusus kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada 

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya maka dibentuklah 

Tim pengawasan terhadap penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian 

tunjangan khusus kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Negeri 

Tegal Kelas IA. 

Disamping pengawasan sebagaimana tersebut diatas, pengawasan 

dilakukan oleh atasan langsung kepada bawahannya yang menjadi tanggung 

jawabnya, pengawasan terhadap Hakim dilakukan oleh Ketua, pengawasan 

Panmudd, Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti dilakukan oleh Panitera 

dan Sekretaris sebagai atasan langsung dan pengawasan terhadap Panitera Muda 

dilakukan oleh Panitera serta pengawasan terhadap Kepala Sub Bagian dilakukan 

oleh Sekretaris dan seterusnya pengawasan Panitera Muda dan Kapala Sub Bagian 

terhadap staf/ pelaksana. Hasil pengawasan ini nantinya akan dituangkan dalam 

bentuk daftar Sasaran Kerja Pegawai (SKP). 
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B. Evaluasi Pengawasan  

Evaluasi hasil pengawasan dimaksudkan untuk melakukan tindakan 

perbaikan dan pencegahan terhadap pelaksanaan kinerja yang tidak atau belum 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan internal yang dilakukan oleh 

pengawas fungsional d luar satuan kerja Pengadilan Negeri Tegal Kelas IA 

dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sebagai Voor Spot (Kawal Depan 

Mahkamah Agung) 

Pada tahun 2019 Pengadilan Negeri Tegal Kelas IA telah dilakukan 

pengawasan baik secara internal oleh Hakim Pengawas bidang maupun  oleh 

pengawas secara fungsional  oleh Hakim Pengawas daerah Pengadilan Tinggi 

Negeri Tegal dan Tim Pemeriksa dari badan Pengawas Mahkamah Agung RI dan 

oleh pihak eksternal lainnya,  dapat dirinci sebagai berikut : 

1. Pengawasan dan Pembinaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tegal setiap bulan 

yang dilakukan pada saat Rapat Dinas Berlangsung. 

2. Pengawasan Internal Oleh Hakim Pengawas Bidang 

- Pengawasan Internal Tahap I pada bulan Maret 2019, sudah ditindaklanjuti 

pada bulan Maret 2019; 

- Pengawasan Internal tahap II pada bulan September 2019, sudah 

ditindaklanjuti pada bulan September 2019; 

3. Pengawasan Reguler oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan 

Umum Mahkamah Agung RI pada tanggal 09 Mei 2019.  pembahasan 

beberapa temuan masalah berupa laporan assesmen yang ada di Pengadilan 

Negeri Tegal Kelas I A oleh tim Assesmen. 

4. Pengawasan Reguler oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi 

Jawa Tengah Tahap I yang dilaksanakan pada tanggal 8 mei 2019  

5. Pengawasan Reguler oleh YM. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Hakim 

Tinggi Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Kasub TU dan 

RT Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahap II yang dilaksanakan pada tanggal 

17 Oktober 2019.  
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BAB VII 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

1) Rasio penanganan perkara di Pengadilan Negeri Tegal Kelas IA pada tahun 

2019 sebesar 94.82%.  

2) SIPP sebagai aplikasi yang menggunakan teknologi informasi yang 

digunakan untuk administrasi, penyediaan informasi publik, pencatatan 

kinerja dan pelaporan telah diimplementasikan di Pengadilan Negeri Tegal 

Kelas IA dengan menggunakan sistem versi 3.3.0-1 (update terbaru). Posisi 

pada tanggal 31 Desember 2019 prosentase implementasi SIPP Pengadilan 

Negeri Tegal Kelas IA  diangka 94.82%.  

3) Pengadilan Negeri Tegal Kelas IA telah berhasil mengimplementasikan 

pendaftaran perkara secara elektronik (e-Court) dan e-Litigasi. Pada tahun 

2019 Pengadilan Negeri Tegal Kelas IA telah menerima perkara secara 

elektronik sebanyak 21 perkara.  

4) Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara, telah dilaksanakan dengan 

tertib dan menghasilkan nilai pada Evaluasi implementasi dari januari 

hingga desember 2019 berhasil mendapatkan 940.83 point. 

5) Pelaksanaan tugas pembinaan dan fungsi pengawasan baik dalam bidang 

administrasi dan teknis yustisial, tingkah laku dan perbuatan hakim maupun 

administrasi umum telah dilaksanakan dengan baik dan berjalan secara 

efektif. 

6) Realisasi pengelolaaan anggaran baik pada DIPA 01 Badan Urusan 

Administrasi tahun anggaran 2019 sebesar 96.75 % dan DIPA 03 Direktorat 

Badan Peradilan Umum MA-RI tahun anggaran 2019 sebesar 98 %. 

7) Secara kumulatif nilai capaian akhir Kebijakan Pengadilan Negeri Tegal 

Kelas IA tahun 2019 berhasil dengan baik. 

8) Nilai Akreditasi Penjaminan  Mutu Pengadilan Negeri Tegal Tahun 2019 

terakreditasi “A” 
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B. REKOMENDASI 

1. Perlunya penambahan jumlah pegawai baik kesekretariatan maupun 

kepaniteraan. 

2. Selama tahun 2019 ini banyak kekosongan jabatan Kepala Sub Bagian dan 

Panitera Muda, olehnya itu kiranya dapat  diisi   kekosongan jabatan 

tersebut dalam rangka mendukung terlaksananya tupoksi di Pengadilan 

Negeri Tegal Kelas IA. 

3. Untuk lebih meningkatkan kemampuan bagi Pejabat Struktural  dan 

pegawai sangat perlu diadakan pelatihan penjenjangan. 

4. Perlu adanya pelatihan-pelatihan yang lebih fokus dalam pemerataan dan 

pengoperasian aplikasi SIPP, sekaligus penyempurnaan Aplikasi SIPP, 

dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas-tugas  kepaniteraan. 

5. Perlunya penambahan peralatan penunjang berupa printer dan scanner 

ataupun peralatan teknologi informasi pendukung lainnya. 

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan tahun 2019 Pengadilan Negeri 

Tegal Kelas I A, dan kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Pelaksanaan 

Kegiatan Tahun 2019 ini masih jauh dari kesempurnaan baik materi maupun 

sistematikanya, untuk itu kami berharap adanya saran dan masukan dari semua 

pihak demi kesempurnaannya di masa-masa mendatang. 

 

Tegal, 10 Januari 2020 

Ketua Pengadilan Negeri Tegal 

 

 

DJONI WITANTO, S.H.M.H. 
NIP. 19681212 199212 1 001 

 


